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ASALTAU!

Pemanasan Global Akibat 
Ulah Manusia Terus Merangkak Naik

Iuran Tapera dinilai aneh karena mewajib 
semua pekerja byar iuran, baik karyawan 
yang sudah punya rumah sendiri.
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tidak akan mendapatkan manfaat 
tabungan tersebut. 

Konsep iuran Tapera tak bisa 
disamakan dengan iuran kesehat-
an seperti halnya BPJS Kesehatan 
yang bersifat solidaritas. 

“Yang punya rumahnya lima 
juga Tapera, itu kan aneh. Ini 
berbeda dengan kesehatan, kes-
ehatan memang ada unsur soli-
daritas. Jadi kita sama-sama iuran, 

JAKARTA (IM) – Program 
Tabungan Perumahan Rakyat 
(Tapera) masih menjadi perbin-
cangan publik. Pemerintah se-
but, program Tapera disiap-
kan untuk mengatasi masalah 

kepemilikan rumah masyarakat, 
khususnya golongan masyarakat 
berpendapatan rendah (MBR).

Namun, kebijakan pemerin-
tah memberlakukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 

and Finance (Indef) Faisal Basri 
mengatakan, program Tapera 
yang diinisiasi pemerintah wajib 
dibatalkan. 

“Ini (Tapera) wajib dibatal-
kan,” kata Faisal saat ditemui 
wartawan di Kawasan Kuningan, 
Jakarta, Kamis (6/6).

Menurutnya, iuran Tapera 
sangat aneh lantaran sifatnya 
bersifat wajib bagi semua peker-
ja. Pekerja yang sudah memiliki 
rumah dan ikut mengiur Tapera 

2024 tentang Tapera menuai 
ragam reaksi dan kritikan dari 
masyarakat. 

Apakah iuran Tapera bisa 
membeli rumah, mengingat nilai 
pengembalianya yang dinilai ter-
lalu kecil?  Perlu diketahui bahwa 
dana yang dikembalikan kepada 
peserta Tapera hanya lah iuran 
pokok saja, tidak mencakup hasil 
pengembangannya.

Ekonom senior Institute for 
Development of  Economics 

Program Iuran Tapera Wajib Dibatalkan,
Nilai Pengembalian Kecil, Apa Bisa Beli Rumah?
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PBNU Sudah Buat Perusahaan Baru 
untuk Kelola Perusahaan Tambang

Kendati demikian, Gus Ya-
hya dan para petinggi PBNU 
belum mau mengumumkan apa 
nama badan usaha atau perusa-
haan yang telah dibentuk terse-
but. Ia hanya menegaskan bahwa 
perusahaan tersebut akan diisi 
oleh kader-kader PBNU yang 
sudah berpengalaman di bidang 
manajemen dan pertambangan. 

“Sekarang ini misalnya kami 
sudah dapatkan data 286 profe-
sional NU yang bekerja di berb-
agai negara sebagai profesional. 
Dan mereka sudah engage, 
mereka siap untuk bekerja untuk 

JAKARTA (IM) - Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
mengaku sudah membentuk pe-
rusahaan baru, untuk mengelola 
usaha tambang yang diberikan 
oleh pemerintah. 

Ketua Umum PBNU Yahya 
Cholil Staquf  menjelaskan, 
pembentukan perusahaan ini 
menjadi salah satu kesiapan 
organisasi untuk menerima 
konsensi dari pemerintah. 

“Kami memang sudah mem-
buat ikhtiar-ikhtiar, membuat 
perusahaan baru yang menjamin 
ini sungguh-sungguh,” ujar Gus 
Yahya, sapaan akrabnya, di Kan-
tor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6).
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yang menjerat buronan Harun 
Masiku (HM).

“Iya dipanggil untuk perka-
ra tersangka HM,” ujarnya.

Akan pemanggilan itu, KPK 
menurut Ali, berharap Hasto 
memenuhi panggilan tersebut. 
“Kami berharap yang bersang-
kutan hadir sesuai jadwal pe-
manggilan dimaksud,” ucapnya.

Perlu diketahui, Harun Ma-
siku merupakan mantan calon 
legislatif  (caleg) asal PDI Per-
juangan yang telah ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK. 
Harun Masiku ditetapkan se-

bagai tersangka kasus dugaan 
suap terkait pemulusan proses 
Pergantian Antar Waktu (PAW) 
Anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai 
tersangka bersama tiga orang 
lainnya, yakni mantan Komis-
ioner Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Wahyu Setiawan; man-
tan Anggota Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) sekaligus 
orang kepercayaan Wahyu, 
Agustiani Tio Fridelina; serta 
pihak swasta, Saeful.

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memanggil Sekjen PDIP, Has-
to Kristiyanto pekan depan. 
Kepala Bagian Pemberitaan 
KPK, Ali Fikri menyebutkan, 
pemanggilan tersebut pada 
Senin (10/6).

“Yang bersangkutan dipang-
gil sebagai saksi untuk hadir di 
Gedung Merah Putih KPK pada 
Senin, 10 Juni 2024 pukul 10.00 
WIB,” kata Ali melalui pesan 
tertulisnya, Kamis (6/6).

Ali menjelaskan, pemang-
gilan Hasto itu terkait kasus 

Sekjen PDI-P  Hasto Kristiyanto akan 
Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku
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Ada dua hal yang tidak bisa 
ditunda dalam kehi du pan :-

berbakti kepada orangtua dan 
melakukan kebajikan.

PERTEMUAN BILATERAL MENLU INDONESIA DENGAN MENLU RWANDA
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent 
Biruta (kiri) berfoto usai mentandatangani perjanjian bilateral di Kantor Kementerian Luar 
Negeri, Jakarta, Kamis (6/6). Pertemuan bilateral itu diantaranya membahas terkait kerja 
sama ekonomi, status visa Visa on Arrival (VoA) hingga isu mengenai Palestina.

SEKITAR 50 ilmuwan terkemuka secara 
terpisah melaporkan bahwa laju pemanasan 
global yang disebabkan oleh manusia terus 
meningkat.

Mereka menemukan bahwa emisi gas 
pemanasan yang tinggi berarti dunia semakin 
dekat untuk melampaui batas simbolis pema-
nasan 1,5 0 C  dalam jangka panjang.
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MOSKWA (IM) - Pres-
iden Rusia Vladimir Putin 
mengkritik pengiriman senja-
ta jarak jauh Barat ke Ukraina. 
Dia juga mengeklaim dapat 
mempersenjatai negara lain 
dengan senjata serupa untuk 
menyerang sasaran Barat.

Komentar tersebut di-
sam paikan Putin pada kon-
ferensi pers pada Rabu (5/6) 
lalusetelah beberapa negara 
Barat termasuk Amerika Seri-
kat memberikan lampu hijau 
kepada Ukraina menyerang 
sasaran di wilayah Rusia. 

Hal itu jadi tindakan yang 
disebut Moska sebagai salah 
perhitungan besar. 

“Jika seseorang berpikir 
bahwa mungkin untuk me-

masok senjata semacam itu ke 
zona perang untuk menyerang 
wilayah kita dan menciptakan 
masalah, mengapa kita ti-
dak mempunyai hak untuk 
memasok senjata dengan 
kelas yang sama ke wilayah 
di dunia di mana akan terjadi 
serangan terhadap fasilitas 
sensitif  negara-negara Barat 
tersebut,” kata Putin. 

“Artinya, responnya bisa 
asimetris. Kita akan pikirkan,” 
ujarnya kepada wartawan, 
dikutip dari AFP.

 “Mengirimkan senjata 
ke zona perang selalu buruk. 
Terlebih lagi jika pihak yang 
mengirimkan tidak hanya 

Putin Ancam Persenjatai NegaraPutin Ancam Persenjatai Negara
yang Bisa Serang Sasaran Baratyang Bisa Serang Sasaran Barat
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MAS   TER CHENG Y EN

KUNJUNGAN KERJA WAPRES KE KAMPUNG NELAYAN DI PAPUA BARAT DAYAKUNJUNGAN KERJA WAPRES KE KAMPUNG NELAYAN DI PAPUA BARAT DAYA
Wapres Ma’ruf Amin (tengah) memberikan keterangan pers di Kampung Nelayan, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Wapres Ma’ruf Amin (tengah) memberikan keterangan pers di Kampung Nelayan, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong 
Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6). Pemerintahan pada tahun 2014 mencanangkan pembangunan Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6). Pemerintahan pada tahun 2014 mencanangkan pembangunan 
350 rumah bagi nelayan asli Papua, namun baru terealisasi 40 rumah akibat kendala teknis termasuk perijinan AMDAL 350 rumah bagi nelayan asli Papua, namun baru terealisasi 40 rumah akibat kendala teknis termasuk perijinan AMDAL 
sehingga pada tahun 2024/2025 akan dilanjutkan sisa rumah yang belum terbangun. sehingga pada tahun 2024/2025 akan dilanjutkan sisa rumah yang belum terbangun. 
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